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ABSTRAK 
 
DIEN AULIA ERMAWARI (B111 11 143) Peranan Polri Dalam 
Menanggulangi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dibimbing 
oleh Bapak Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Ibu Dara 
Indrawati sebagai pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan polri dalam menangani 
dan menanggulangi tindak pidana pengguguran kandungan di Makassar 
dan untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat bagi polri dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana penggugguran kandungan di 
Makassar. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan memilih instansi terkait yaitu POLDA Sulawesi Selatan-Barat 
dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan 
dengan objek penelitian yakni Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak 
Pidana Penggugguran Kandungan, 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepolisian adalah 
mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. 
Kejahatan aborsi belakangan ini sangat marak terjadi maka dari itu peran 
dari kepolisian sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana 
pengguguran kadnungan Pengguguran kandungan ini dapat dicegah atau 
menanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu; upaya secara preventif dan 
upaya secara represif. 
Kepolisian juga dalam menangani kasus mendapatkan hambatan-
hambatan. Yang pertama adalah hambatan sulitnya menentukan pasal 
yang pas dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur masalah ini, sehingga KUHP sekarang yang memuat pasal 
tentang masalah Pengguguran Kandungan atau aborsi perlu direvisi. 
Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari seks 
bebas, tidak dipungkiri bahwa tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas 
dikalangan remaja. Ketiga tidak adanya saksi dalam kasus ini sehingga 
para pihak kepolisian mendapat kesulitan dalam memecahkan kasus. 
Keempat adalah kurangnya barang bukti, dalam kasus seperti aborsi 
barang bukti yang ada sangat mudah dimusnahkan terlebih dahulu. 
Kelima adalah sulitnya menetapkan tersangka. Ke enam adalah pengaruh 
dari semakin majunya teknologi atau teknologi yang semakin hari semakin 
maju, obat-obat atau alat yang bisa dijadikan sarana untuk menggugurkan 
kandungan diperjual belikan dengan bebas (via-online). Maka semua ini 
adalah hambatan yang menjadi kendala kepolisian dalam memecahkan 
kasus. 
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ABSTRACT 
 
DIEN AULIA ERMAWARI (B111 11 143) Role of Indonesian Republic 
Police in Tackling Abortion Criminal Act, led by Mr. Andi Sofyan as 
supervisor I and Mrs. Dara Indrawati as a supervisor II. 
This research aims to determine the role of the Indonesian Republic 
Police in dealing with and overcoming the crime of abortion in Makassar 
and to find out the obstacles to the Indonesian Republic Police in 
preventing the crime of abortion in Makassar. 
The research was conducted in Makassar, South Sulawesi and 
West Sulawesi Province by selecting related institution South Sulawesi of 
POLDA to conduct interviews and collecting data related to the research 
object Role of Indonesian Republic Police in Tackling Abortion Criminal 
Act. 
The results showed that The role of the police is to bring security 
and convenience to people's lives. Crime is rampant in recent abortion 
occurs and therefore the role of the police is very important in dealing with 
the crime of abortion. Abortion can be prevented or overcome with 2 ways; 
preventive efforts and repressive efforts.  
The Police also in dealing with a case of getting barriers. The first is 
the difficulty of determining the chapters barriers fitting seen from the lack 
of legislation governing this issue, so that the Criminal Code now contains 
chapters on the subject of abortion or abortion needs to be revised. The 
second is the lack of knowledge about the dangers of free sex, there is no 
doubt that abortion is originated from free sex among young people. 
Thirdly there is no witness in this case that the police have difficulty in 
solving the case. Fourth is the lack of evidence, in cases such as abortion 
evidence that there is a very easy to be destroyed first. Fifth is the difficulty 
set the of suspects. Sixth is the effect of the rapid advancement of 
technology or technology that is increasingly advanced, drugs or devices 
that can be used as a means to terminate the pregnancy be traded freely 
(via-online). So all of these are barriers that constrain the police in solving 
the case. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam 
masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin 
bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. 
Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan 
perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran. Pergaulan 
remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak 
jarang mereka sering terjerumus dalan perbuatan menyesatkan seperti 
yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa. Remaja yang 
sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan 
pengarahan dari guru atau orang tua, akan mudah terjebak dalam 
pergaulan bebas. Masalah ini dapat terjadi apabila remaja tak dapat 
mengendalikan perilaku seksualnya yang berakibat remaja cebderung 
untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan, hubungan seks 
bebas yang berakibat banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga 
para remaja melakukan aborsi. Menegenai aborsi banyak anggapan 
dan penilaian yang timbul pada masyarakat karena adanya perbedaan 
pengetahuan dari masyarakat. 
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 Masa remaja secara global berlangsung antara usia 13 tahun 
sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini dibagi menjadi dua yaitu 
masa remaja usia awal 13 tahun sampai 18 tahun dan masa remaja 
akhir usia 18 tahun sampai 21 tahun. Pertumbuhan dan 
perkembangan seksual berlangsug sekitar 12 tahun. 
 Pengguguran janin atau lebih sering disebut istilah aborsi 
merupakan fenomena social yang semakin hari semakin 
memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh 
ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negative baik terhadap 
diri sendiri maupun masyarakat. 
 Kehamilan diluar nikah memiliki kolerasi dengan kasus aborsi, 
artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduk 
melalui kegiatan pergaulan bebas. Baik yang bermodus promiskuitas 
(hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena 
kumpul kebo (semenleven). Hal ini demikian semakin meresahkan 
masyarakat, etrutama mereka (keluarga) yang memiliki anak gadis 
(remaja/belum nikah). Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/beluum nikah) 
dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu 
merawat bayi sampai kepadaa ketidakmampuan di bidang ekonomi. 
 Perilaku aborsi yang akhir-akhir ini banyak terkuak menyebabkan 
masaalah ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa tidak semua 
remaja putri memiliki pengetahuan tentang aborsi. Dalam 
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kenyataannya, usia aborsi secara spesifik sulit didapatkan karena 
aborsi yang dilakukan remaja putri umumnya adalah aborsi illegal yang 
dilrang oleh pemerintah dan dilakukan dengan cara-cara tidak aman 
misalnya dengan meminta bantuan dukun beranak, minum ramuan 
peluntur, dan lain-lain. Oleh karena itu aborsi yang dilakukan sering 
kali mengancam keselamatan wanita yang melakukan baorsi. Hal 
tersebut menyebabkn tingginya angka kematian wanita akibat aborsi. 
 Aborsi merupakan bukti dari semakin bahayanya seks bebas 
dikalangan remaja putri. Mereka cenderung lebih bebas 
mengekspresikan cinta kepada lawan jenisnya sehingga 
memungkinkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat 
mengarah kepada dilema aborsi. Siakp terhadap aborsi pada remaja 
putri diteliti Karena selama ini terjadi kontroversi dalam menyikapi 
perilaku aborsi. Gunjingan terhadap aborsi dikalangan remaja putri 
selalu berkembang dengan berbagai macam versi. Misalnya aborsi 
dilakukan karena terjadinya kehamilan diluar nikah dan konsep 
unwanted children (anak yang tidak diinginkan) dengan berbagai 
alasan). 
 Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan yang tak kunjung 
tuntas dibicarakan. Karena dalam kenyataanya perkembangan 
teknologi dan budaya manusia makin lama makin banyak merubah 
mral dan perilaku manusia dank arena itu aborsi banyak dilakukan 
kaum remaja. 
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 Setiap kejahatan pada prinsipnya memberikan kerugian baik 
materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud 
adalah adanya korban (victim) dan merusaknya atau musnahnya harta 
benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk 
penanggulangannya. Di lain pihak kerugian dalam arti moril dimaksud 
adalah semakin berkurangnya atau hilangnya nilai-nilai dan aturan 
sosial di masyarakat. 
 Sulitnya mengungkap kasus tindak pidana penggugguran 
kandungan oleh pihak Kepolisian salah satunya disebabkan sulitnya 
mengidentifikasi hasil dari barang bukti dan juga kesadaran 
masyarakat akan hukum masih rendah. Oleh karena partisipasi 
masyarakat sangat membantu dan menentukan terungkapnya kasus 
tindak pidana penggugguran kandungan. 
 Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk 
melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis 
dan mendasar dengan judul “Peranan Polri dalam Menanggulangi 
Tindak Pidana Penggugguran Kandungan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan polri dalam menanggulangi tindak 
pidana penggugguran kandungan di Makassar? 
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2. Bagaimanakah hambatan yang dialami kepolisian dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana penggugguran kandungan di 
Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapau pada penulian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana penggugguran kandungan di Makassar. 
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami kepolisian dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana penggugguran kandungan di 
Makassar. 
  
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas 
Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis 
sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
2. Menjadi salah saatu bahan pertimbangan bagi pemerintah 
agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 
khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya 
kejahatan aborsi di Indonesia. 
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3. Menjadi salah satu bahan informassi atau masukan bagi 
proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 
mencegah terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP 
1. Penyelidikan 
 Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. 
Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan 
sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan 
dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan 
tindak pidana. pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap 
pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan 
“penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP 
(Pasal 1 butir 5). 
 Dari penjelassan diatass, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap 
pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, 
penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi 
“penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari 
fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku 
petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan “merupaka 
salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang 
mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa 
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penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan 
surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaaan, dan penyerahan berkas 
kepada penuntut umum”. 
 Siapa yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 
1 butir 4: 
 Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang 
 diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
 penyelidikan. 
 
 Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4, yang berwenang 
melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia”. Tegasnya penyelidik adalah setiap pejabat 
POLRI, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan 
penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan 
fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan: 
a. Meyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat 
siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan; 
b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat 
penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih 
seperti yang dialami pada masa HIR; 
c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari 
segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun 
terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan 
berbagai macam tangan apaarat penegak hukum dalam 
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penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh 
lebih efektif dan efisien. 
 Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang 
berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat 
Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi pejabat 
lain. 
 Fungsi wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada 
Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi. 
1) Fungsi dan wewenang berdasar hukum 
Ini diatur pada Pasal 5 KUHAP. Berrdasar ketentuan fungsi dan 
wewenang aparat penyelidik: 
a. Menerima laporan atau pengaduan 
b. Mencari keterangan dan barang bukti 
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai 
d. Tindakan lain menurut hukum 
2) Kewenangan berdasar perintah penyidik 
Tindakan dan kewenangan undnag-undang melalui penyelidik 
dalam hal ini tepatnya merupakan tindakan “melaksanakan 
perintah” penyidik berupa: 
a. Penangkapan, larangan meninggalakan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan; 
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
c. Mengambil sidik jari dan memotert seseorang; 
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d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 
3) Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan 
Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan 
sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 
ayat (1) huruf a dan b. penegrtian laporan hasil pelaksanaan 
tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi 
disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi 
untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan 
terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan 
penyelidik tertera dalam laporan tersebut. (Harahap. M. Yahya, 
2010: 101-108). 
 
2. Penyidikan 
 Aparat penyidik berdasarkan KUHAP secara garis besar pada saat 
ini ditentukan :  
a. Berdasarkan KUHAP 
b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
a. Berdasarkan KUHAP 
Pada Pasal 6 ayat (1) tercantum : 
a) “Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia; 
b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang”. 
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Selanjutnya oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa 
syarat-syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” diatur oleh 
Peraturan Pemerintah (PP). Atas kuasa Pasal 6 ayat (2) maka telah 
diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang berdasarkan Pasal 2 
dan Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa “penyidik’ adalah sebagai 
berikut: 
1. Pejabat Polisi Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat 
pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh kepala 
Kepolisian RI 
2. Komandan Sektor (karena jabatannya adalah penyidik/Pelda 
Pol tidak ada: Untuk melaksanakan “penyidikan” atas usul 
Komandan/Pimpinannya, Kepala Kepolisian RI mengangkat 
“penyidik pembantu” Dengan syarat syarat:  
 Pejabat Kepolisan Negara RI tertentu berpangkat 
sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi.  
 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berpangkat 
sekurang-kurangnya Pengatur Muda (Golongan II/a) 
3. Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya 
berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul 
dari Departemen bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman 
setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala 
Kepolisian Negara RI.  
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Pada hakikatnya “penyidik pembantu” merupakan “penyidik, jika 
diperhatikan Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP. Pasal 11 KUHAP 
berbunyi: 
“penyidik pembantu mempunyai wewenang dalam Pasal 7 ayat (1), 
kecuali mengenai penahanan yang wajib di berikan dangan 
pelimpahan wewenang dari penyidik”. 
 Penjelasan resmi Pasal 11 KUHAP, tercantum: 
“Pelimpahan wewenangan penahanan kepada penyidik pembantu 
hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan 
karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau 
dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di 
tempat yang belum ada petugas penyidik dan/atau dalam hal lain 
dapat diterima menurut kewajaran. 
Kewenangan-kewenangan penyidik lain, misalnya penyitaan, 
penggeledahan, dan lain sebagainya merupakan kewenangan 
penyidikan pada “penyidik pembantu”. Lebih lanjut Pasal 12 
KUHAP mengatur:  
“Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan 
berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara 
oemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada 
penuntut umum”.  
Mengenai “penyidik pembantu” ini, jika dilihat Pasal 1 butir 3 
dan Pasal 10 masing-masing KUHAP, dibandingkan Pasal 3 ayat 
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(1) dari PP No. 27 Tahun 1983, maka terdapat tambahan “penyidik 
pembantu” dalam PP No. 27 Tahun 1983, yakni “Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI.” 
Pada Pasal 1 butir 3 KUHAP maupun Pasal 10 KUHAP, jelas 
dicantumkan “Pejabat Kepolisian Negara RI” dan tidak ada “Pejabat 
Pegawai Negeri tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI”. 
Seyogiannya hal demikian tidak terjadi seandainya pada waktu 
pembuatan PP Nomor 27 Tahun 1983 diketahui adanya 
kekurangan pejabat Kepolisian Negara RI, yang dapat diangkat 
sebagai penyidik pembantu maka hal tersebut dapat diatasi dengan 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Kepolisian Negara RI menjadi Pejabat Kepolisian Negara RI secara 
tituler. 
b. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan   
 Pasal 1 butir 1 KUHAP memuat: 
“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, jelas 
“penyidik” terdiri dari: 
 Pejabat Polisi Negara RI. 
 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
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“Ketentuan Khusus Acara Pidana” telah dijelaskan pada 
penjelasan resmi Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah 
dimuat diatas. Hal ini diperjelas lagi oleh PP Nomor 27 Tahun 1983 
pada Pasal 17, yang mengatur sebagai berikut.                                                                                                                                                                                                          
“Penyidik menurut Ketentuan Khusus acara pidana 
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh 
penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 
Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP Tahun 1983, maka penyidik 
terdiri dari:  
 Penyidik; 
 Jaksa; 
 Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Pada penjelasan resmi Pasal 17 dari PP Nomor 27 Tahun 1983, 
antara lain mencantumkan: 
“Bagi penyidik Perairan Indonesia, Zona ditambahkan, landas 
kontinen dan Zona Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan 
oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan 
pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang 
yang mengaturnya”. 
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
menentukan penyidik pada Pasal 73 ayat (1), sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                   
(1) Penyidik tindak pidana dibidang Perikana dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                      
Berdasarkan Pasal 73 dari undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
maka penyidik adalah:                                                                                                                                                                                                        
 Perwira TNI Angkatan Laut, 
 Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan  
 Pejabat Polisi Negara RI. 
Perlu diperhatikan penjelasan resmi Pasal 284 ayat (2) KUHAP 
yang antara lain:                                                                                                                            
“Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara 
pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, 
akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu 
sesingakt-singkatnya”. 
 
Rumusan diatas merupakan suatu keinginan unifikasi dalam 
hukum acara pidana. Hal ini oleh sebagai orang ditafsirkan bahwa 
“ketentuan khusus acara pidana” akan dicabut sehingga hanya 
KUHAP yang diperlakukan. Penafsiran demikian adalah keliru. 
KUHAP merupakan “Hukum Acara Pidana” yang bersifat umum. 
Jika perundang-undangan menentukan lain sesuai dengan 
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keadaan-keadaan atau kepentingan-kepentingan tertentu maka 
wajib diterapkan. Hal ini sesuai dengan kenyataan sebagaimana 
tercantum  dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan undang-undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan di mana dicantumkan Perwira TNI 
Angkatan Laut sebagai penyidik. 
Dalam hal aparat “penyidik” sebagaimana diatur Pasal 1 
butir 1 tercantum dua penyidik, yakni pejabat polisi negara RI dan 
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, Pasal 1 butir 1 KUHAP 
jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Rumusan tersebut, seyogianya 
ditambah dengan “aparat negara tertentu yang diberi wewenang 
oleh undang-undang”. Dengan demikian, rumusan itu menjadi 
lengkap dan tepat, sesuai dengan kenyataan sebagaimana 
dirumuskan oleh Pasal 17 dari PP Nomor 27 Tahun 1983. 
Harus disadari bahwa faktor-faktor efesiensi, efektivitas 
secara rasional dalam pembangunan khususnya pembangunan 
hukum tidak dapat diabaikan. Untuk itu, perlu pemahaman yang 
cermat akan tujuan yang akan dicapai, yakni di bidang hukum 
adalah tegaknya hukum. Siapa yang ditentukan oleh undang-
undang sebagai “penyidik” harus dijunjung sesuai dengan Pasal 27 
UUD 1945. Pada majalah forum keadilan Nomor 26 halaman 33 
tercantum antara lain. (Leden Marpaung, 2009: 73-78) 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunaan istilah 
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. 
 Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan isttilah: 
1) STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana 
2) STAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan 
Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana 
Jerman; dan 
3) CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan 
Kriminal. (Ilyas Amir, 2012: 18) 
 Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan didalam Bahasa 
Indonesia antara lain: 
a. Peristiwa pidana 
b. Perbuatan pidana 
c. Tindak pidana 
d. Pelanggaran pidana 
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 Dari beberapa istilah diatas yang paling popular dipakai adalah 
istilah tindak pidana. hal ini dapat dilihat pada beberapa buku hukum 
piidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang 
pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana. 
 Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain. 
Moeltjono misalnya, menganggap lebih tepat menggunakan istilah 
perbuatan pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang 
menimbulkan handeing atau gedraging seseorang, 
mungkin juga hewan atau kekuatan alam. 
2. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk 
tindak tanduk atau tingkah laku. 
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam 
percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, 
perbuatan jahat, dan sebagainya. Dan juga istilah seperti 
perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). 
 Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan 
perbuatan pidana, tindak pidana atau peristiwa pidana, berikut penulis 
kemukakan bebrapa pandangan pakar hukum pidana antara lain: 
 Moeltjono mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: 
 Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
 diaancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.  
 
 Sementara Jonkers merumuskan  bahwa: 
 Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
 “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
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 berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
 oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
 
 Strafbaarfeit diartikan juga oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai: 
 Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
 dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
 seorang pelaku, dimana penja Tuhan hukuman terhadap pelaku 
 tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 
  
 Simon masih dalam buku yang sama merumuskan Strafbaarfeit 
adalah: 
 Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
 sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
 tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
 sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
 
 R.Tresna menjelaskan bahwa: 
 Strafbaarfeit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau 
 rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
 undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan 
 mana diadakan tindakan penghukuman. ( Amir Ilyas, 2012: 20) 
 
 Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-macam 
sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana 
pelakunya dapat dipidana. 
1) Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 
melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan 
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pidanannya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
(principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latin 
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
(Amir Ilyas, 2012: 27). 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
 Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 553 ayat (1) KUHP; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahattan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti 
yang terdapat didalam kejhatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; dan 
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5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana menurut paaal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Sifat melawan hukum wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP; dan 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum; 
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan 
4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. 
 Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-
unsur tindak pidana. Menurut beliauu unsur-unsur tindak pidana 
meliputi: 
1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
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3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan 
5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
 Selain Loebby Loqman, Moeltjono juga mengemukakan 
pendapatnya mengenai unsur tindak pidana. menurut beliau bahwa 
tindak pidana adalh perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana, terhadap barang siapa melanggar langgaran tersebut. 
Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 
hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan 
demikian, menurut Moeltjono dapat diketahui unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut: 
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang; 
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan); 
5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat 
 Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur 
perbuatan pidana yaitu: 
a. Pandangan Monistis 
 Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat 
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perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup 
didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility). 
b. Pandangan Dualistis 
 Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada 
perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut 
pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah 
tercakup didalamnya baik criminal act maupun criminal 
responbility, sementara menurut pandangan dualistis, yakni: 
 Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan 
criminal  respobility tidak menjadi unsur tindak pidana. oleh 
karena itu  untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai 
tindak pidana  cukup dengan adanya perbuatan yang 
dirumuskan oleh  undang-undang yang memiliki sifat 
melawan hukum tanpa  adanya suatu dasaar pembenar.  
 Perbedaan mendasar antara aliran monistis dan aliran dualistis 
sebagai berikut: 
a. Aliran monistis 
Unsur-unsur tindak pidana: 
1. Ada perbuatan 
2. Ada sifat melawan hukum 
3. Tidak ada alasan pembenar 
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4. Mampu bertanggung jawab 
5. Kesalahan 
6. Tidak ada alasan pemaaf 
b. Aliran Dualistis 
Unsur-unsur tindak pidana: 
1. Ada perbuatan 
2. Ada sifat melawan hukum 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana: 
1. Mampu bertanggungjawab 
2. Kesalahan 
4) Tidak ada alasan pemaaf (Amir Ilyas, 2012: 43) 
 
3. Pembagian Tindak Pidana dalam KUHP 
 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak 
pidana dibedakan antara Kejahatan yang dimuat dalam buku II dan 
Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
1. Kejahatan 
 Secara doktrin Kejahatan adalah Rechtdelicht, yaitu perbuatan – 
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah 
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. 
Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, 
perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
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perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini 
juga sering disebut mala per se. perbuatan-perbuatan yang dapat 
diskualifikasikan sebagai Rechtdelicht dapat disebut antara lain 
pembunuhan, pencurian dan sebagainya. 
2. Pelanggaran 
 Jenis tindak pidana ini disebut Wetsdelicht, yaitu perbuatan-
perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak 
pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. 
Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh 
masyrakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi 
pidana. tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-
perbuatan yang dapat diskualifikasian sebagai wetsdelicht dapat 
disebut misalnya memarkir mobil disebalah kanan jalan, berjalan 
dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya. 
 Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui 
dari ancaman pidana pada pelanggaran tidaka da yang diacam 
dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 
penjara. 
 Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melangggar kepentingan 
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hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan 
pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. 
 Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik 
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang menalukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu 
dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di 
pidana 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu 
(Moeljatno,2002:74): 
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. 
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan 
(kesengajaan atau kelapaan) yang diperlukan di situ, harus 
dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran 
hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan 
pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa. 
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3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana 
(Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak 
dipidana (Pasal 60 KUHP). 
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak 
penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek 
daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun 
dan dua tahun. 
Dalam hal pembarengan (concurcus) pada pemidanaan berbeda buat 
pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enyeng lebih mudah 
daripada pidana berat. (Fauzan,www.http://fauzanasprianata-
teknik.blogspot.com/2014/03/membedakan-pelanggaran-dan-kejahatan-
di.html, akses 13 Oktober 2014). 
 
4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, 
yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-
upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norrma yang baik 
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sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam 
usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencengahan ini berasal dari teori NKK, 
yaitu: Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, 
ditengah  malam pada saat lampu lalulintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut  meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, 
Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya Pre-
Emtif faktor NIAT  tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya Preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan  
kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi 
kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempatpenitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
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3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. (A.S. Alam 
2010: 79). 
 
C. Pengguguran Kandungan (Aborsi) 
1. Pengertian Aborsi 
Aborsi berasal dari kata abortus yang artinya guugur 
kandungan/kegugurab (Mien Rukmini, 2002: 100.) 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “aborsi adalah 
pengguguran kandungan”. 
Menurut ilmu kedokteran, aborsi adalah penghentian dan 
pengeluaran hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup 
diluar kandungan (viability). 
Menurut Arif Mansjoer (1997:260), aborsi diartikan sebagai: 
Pengakhiran kehamilan sebelum masa genestasi 28 minggu atau 
sebelum janin berat 1000 gram. 
Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang resmi dipakai 
dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan 
sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam Rahim seorang 
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perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan 
pengeluaran adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh 
campur tangan manusia. Baik memalui alat mekanik, obat, atau cara 
lainnya. Oleh karena janin itu dikelarkan secara sengaja dengan 
campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai 
dengan procured aborstion atau aborsi provocatus atau aborsi yang 
disengaja. 
Abortus provokatus merupakan jenis abortus yang sengaja 
dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum 
janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya bayi dianggap 
belum dapat hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum 
mencapai 28 minggu, atau berat badan bayi kurang dari 1000 gram, 
walaupun terdapat beberapa kasus bayi dengan berat dibawah 1000 
gram dapat terus hidup. Pengelompokan Abortus provokatus secara 
lebih spesifik: 
a. Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus, 
abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Di 
Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi 
menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya: 
1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu 
seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit 
kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. 
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2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, 
agama, hukum, psikologi). 
3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau 
suaminya atau keluarga terdekat. 
4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki 
tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh 
pemerintah. 
5) Prosedur tidak dirahasiakan. 
6) Dokumen medik harus lengkap. 
b. Abortus Provokatus Kriminalis, aborsi yang sengaja dilakukan 
tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Biasanya pengguguran 
dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat 
tertentu. 
Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa ada 
tiga unsur yang harus terpenuhi dalam aborsi yaitu: 
 Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan 
antara sperma dan ovum dalam Rahim. 
 Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, 
tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia. 
 Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum 
masa kelahiran tiba. 
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2. Sejarah Singkat Aborsi 
a. Jaman Kuno 
Sepanjang sejarah umat manusia, aborsi sering ditemukan di 
berbagai tempat dan kebudayaan. Masalah aborsi bukanlah masalah 
baru karena sudah ada sejak jaman purba/kuno, yang 
membedakannya hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin 
subur, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin lama 
semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu 
yang semakin kecil. 
Ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan sudah 
dikenal sejak jaman kekaisaran Cina kuno, yakni sejak jaman Kaisar 
Shan Nung yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Rumus 
ramuan obat-obatan yang ramu dan shuh-yin (mencuri) itu dapat 
ditemukan dalam arsip perpustakaan kekaisaran. Dapat dipercaya 
bahwa praktik aborsi itu sudah dipraktikkan sebelum kekaisaran Shan 
Nung. 
Pada masaa yang sangat tua terdapat beberapa Undang-Undang 
yang mengatur tentang persoalan janin/aborsi, misalnya dalam 
Undang-Undang Hamurabi. Dengan jelas dalam Undang-Undang itu 
disebutkan bahwa wanita yang melakukan aborsi dihukum dengan 
hukuman cambuk dan mayatnya tidak boleh dikubur. Pendek kata, 
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bahwa sejak jaman lampau aborsi sudah menjadi kajian oleh beberapa 
ahli sehingga keberadaannya bukanlah hal yang asing. 
b. Jaman Modern 
Pada masa berikutnya dikenal beberapa nama yang memilih 
kaittan dengan persoalan aborsi, misalnya Henry de Bracton (Aspek 
Hukum Pelaksanaan Aborsi akibat Perkosaan, 2002:27) yang 
merupakan orang pertama yang menulis hukum sipil mengenai aborsi. 
Ia adalah seorang hakim dari raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 
1268, yang dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa aborsi yang 
dilakukan sebelum pergerakan janin maka perbuata itu sama sekali 
bukan tindak criminal, sedangkan kalau dilakukan sesudah ada 
pergerakan janin, itu hanya pelanggaran kecil saja. 
Aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, banyak 
orang yang mempersoalkannya tetapi ada juga yang 
memperbolehkan. Namum secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi 
hamper selalu dipraktekkan diluar profesi medis dipinggiran profesi 
medis oleh dukun atau oleh professional medis yang tidak resmi 
seperti bidan. Suara para dokter berkumandang dengan jelas sejak 
mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi profesi yang resmi. 
Peraturan hukum anti aborsi di banyak Negara baru disusun 
selama abad ke-19. Di Amerika Serikat seelum tahun 1800 tidak satu 
Negara bagian pun yang memiliki peraturan yang melanggar tentang 
aborsi. Jika selama abad ke-19 Undang-Undang anti aborsi mulai 
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dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan 
pertimbangan moral yang eksplisit walaupun pandangan profesi 
kedokteran ikut mendorong kearah itu. Sekitar tahun 1900 semua 
Negara bagian Amerika Serikat telah memiliki peraturan tentang anti 
aborsi, demikian juga hamper diseluruh Negara Barat. 
Sebanyak 19 juta perempuan di seluruh dunia melakukan aborsi 
tidak aman setiap tahunnya. 18,5 juta terjadi di negara-negara afrika 
sebanyak 4,2 juta, di negara-negara asia sebanyak 10,5 juta, di negara 
amerika latin dan karibia sebanyak 3,8 juta. Dan sebanyak 68.000 
perempuan di negara berkembang meninggal akibat komplikasi aborsi 
tidak aman setiap tahunnya, tak terkecuali di Iindonesia. (Dadang 
Hawari 2006: 58).  
 
3. Jenis-Jenis Aborsi 
 Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam 2 
macam yaitu aborsi spontan (spontaneous aborsi) dan pengguguran 
buatan atau disengaja (aborsi provocatusI), meskipun secara terminology 
banyak macam aborsi yang biasaa dijelaskan, Kusmaryanto (2002: 11-18) 
menguraikan berbagai macam aborsi yakni: 
a. Aborsi (pengguguran) atau aborsi provocatus, yaitu penghentian 
hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin biasa hidup diluar 
kandungan (viability). 
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b. Keguguran yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi biasa hidup 
diluar kandungan tanpa campur tangan manusia. 
c. Aborsi Therapeutic/medicalis adalah penghentian kehamilan 
dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau 
menghindarkan si ibu dari kerussakan fatal pada kesehatan 
/tubuhnya yang tidak bias dikembalikan (irriversibel) lagi. 
d. Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bias 
hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain 
therapeutic dan dilarang oleh hukum. 
e. Aborsi Eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari 
kelahiran bayi yang cacat atau mempunyai penyakit genetis. 
Eugenisme adalah ideology yang diterapkan untuk mendapatkan 
keturunan hanya yang unggul saja. 
f. Aborsi langsung-ta langsung. Aborsi langsung adalah tindakan 
yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada 
dalam Rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung adalah 
suatu tindakan yang mengakibatkan aborsi, meskipuun aborsinya 
sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam 
tindakan itu. 
g. Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena janin yang 
dikandung tidak memenuhi criteria yang diinginkan. Aborsi ini 
banyak dilakukan wanita yang mengadakan “pre natal diagnosis” 
yakni diagnosis janin ketika ia masih ada dalam kandungan. 
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h. Pengurangan embrio , pengurangan janin dengan menyisakan satu 
atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan 
perkembangan atau bahkan tidak sehat dalam perkembangannya. 
i. Partial birth abortion merupakan istilah politis/hukum yang dalam 
istilah medis dikenal dengan nama dilation dan extraction. Cara ini 
pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan 
kepada wanita hamil, tujuan agar leher Rahim terbuka secara 
premature. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat 
khusus, dokter memutar posisi bayi sehingga yang keluar lebih 
dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar tetapi tidak 
seluruhnya agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh 
ibunya. Ketika didalam itulah dokter menusuk bayi sehingga bayi itu 
mati. Sesudah bayi itu mati baru dikeluarkan semaunya. Proses 
macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum, sebab 
kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan 
dihukum. Akan tetapi karena pembunuhan tersebur dilakukan 
sebelum bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah dalam keadaan 
mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan. 
 Menurut Saifullah(2002: 131-132), aborsi dapat dibagi menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Aborsi spontan, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi 
tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih 
sering terjadi karena factor diluar kemampuan manusia, seperti 
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pendarahan, ataupun kecelakaan. Pengguguran ini 
menimbulkan akibat hukum. 
b. Aborsi buatan yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat 
dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusai tampak 
jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 
dua macam yaitu: 
 Aborsi Artificialis Therapicus, yaitu pengguguran yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam 
istilah lain dapat disebuttkan sebagai tindakan mengeluarkan 
janin dari Rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan 
sebaai penyelamatan terhadap jiwa inu yang terancam bila 
kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena 
pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu. 
 Aborsi Provocatus Criminalis, yaitu pengguguran yang 
dilakukan tanpa dasar indikassi medis. Misalnya aborsi yang 
dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar 
pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak 
dikehendaki. Menstruasi Regulation (pengaturan menstruasi) 
bisa dimasukkan aborsi jenis ini. Pengaturan menstruasi 
biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terhambat 
menstruassi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan 
laboratories ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam 
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keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya 
meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya. 
 
4. Alasan untuk Melakukan Tindakan Aborsi 
Ada beberapa alasan mengapa perempuan melakukan aborsi. Bisa 
karena alasan medis atau alasan pribadi. Inilah beberapa alasan 
seorang perempuan melakukan tindakan abortus provokatus:   
a. Abortus Provokatus Medisinalis 
 Abortus yang mengancam (threatened abortion) disertai 
dengan perdarahan yang terus menerus, atau jika janin telah 
meninggal (missed abortion). 
 Mola Hidatidosa atau hidramnion akut. 
 Infeksi uterus akibat tindakan abortus kriminalis. 
 Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya 
kanker serviks atau jika dengan adanya kehamilan akan 
menghalangi pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya 
pada tubuh seperti kanker payudara. 
 Prolaps uterus gravid yang tidak bisa diatasi. 
 Telah berulang kali mengalami operasi caesar. 
 Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, 
misalnya penyakit jantung organik dengan kegagalan 
jantung, hipertensi, nephritis, tuberkulosis paru aktif, 
toksemia gravidarum yang berat. 
39 
 
 Penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak 
terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid, dan 
lain-lain. 
 Epilepsi, sklerosis yang luas dan berat. 
 Hiperemesis gravidarum yang berat, dan chorea gravidarum. 
 Gangguan jiwa, disertai dengan kecenderungan untuk bunuh 
diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan 
abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater. 
b. Abortus Provokatus Kriminalis 
 Abortus provokatus kriminalis sering terjadi pada kehamilan 
yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak 
menginginkan kehamilannya: 
 Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk 
hamil. 
 Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak 
mau untuk punya anak lagi. 
 Kehamilan di luar nikah. 
 Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah 
beban ekonomi keluarga. 
 Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, 
janin cacat. 
 Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest 
(hubungan antar keluarga). 
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 Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan 
kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak 
diinginkan. 
faktor: umur, ketidaksiapan mempunyai momongan, ketidak 
setujuan keluarga, memiliki iman yang minim, nakal pergaulan 
bebas, ekonomi minim, dan lemah nya pantauan orang tua 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan: akses 14 Oktober 
2014). 
 
D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum 
1. Abortus dan kejahatan 
 Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi 
tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan perbuatan 
tindak pidana, hanya aborsi provocatus criminalis  saja yang 
dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, adapun aborsi lainnya 
teruatama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan 
sebuah tindak pidana. 
 Aborsi tidak merupakan suatu cara untuk membunuhh kehidupan 
manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam eufemisme untuk 
menyembunyikan kenyataan itu. Tetapi membunuh bukanlahh 
merupakan suatu larangan mutlak, kadang-kadang-kadang timbul 
keadaan eksepsional dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak 
mengherankan bahwa hal tersebut terjadi pula dalam kehamilan 
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merupaka situasi manusiawi yang sangat unik, selama Sembilan bulan 
dua insane mengalami simbiosis begitu berat, sehingga yang satu 
(janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu). 
 Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang 
diperkenankan, namum demikian tindakan medis tersebut tidak berarti 
bahwa kehidupan manusiaa yang satu dikorbankan kepada kehidupan 
manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika 
terjadi diluar kemauan dari yang bersagkutan. Dalam indikasi medis, 
terdapat suatu dilemma. Menurut etika dalam situasi seperti ini 
sebaiknya berpegang dalam prinsip the lesser evil : dari dua hal jelek, 
dan harus dipilh yang kurang jelek. Daripada ibu maupun janin yang 
akan mai atau salah satu dari mereka akan mati, kita akan memilih ibu 
akan tetap hidup. Karena itu mau tidak mau janin harus diaborsi. 
Bahkan dalam Undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan 
medis diperkenankan. 
 Kejahatan dalam aborsi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang 
dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya dibeberapa Negara 
barat aborsi sudah dianggap bukan merupakan perbuatan jahat, baik 
yang bersifat medikalis atau bukan. Misalnya diantara Negara-negara 
modern, hanya Canada yang mendekriminalis aborsi secara radikal. 
Artinya larangan aborsi dicoret begitu saja dari hukum pidana. 
Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini. 
Dalam banyak hal melarang aborsi secara mutlak memang tidak 
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memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat 
membutuhkan aborsi, menolak aborsi adalah sautu yang sangat 
dilematis. Di Negara-negara yang sekarang sudah melegalisasi aborsi, 
dulu terjadi demikian. Barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara 
resmi akan mengakibatkan pasar gelap. 
 
2. Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam 
 Haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh 
(empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan roh terjadi 
setelah emapt bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas’ud berkata 
bahwa Rasullah SAW telah bersabda: 
 Sesungguhnya kamu terkumpuul kejadiannya dalam perut 
ubumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’, kemudaian 
dalam bentuk ‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk 
‘mudgha’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. 
(HR. Bukhari). 
 
 Aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena 
berarti membunuh mahluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk 
dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain 
didasarkan pada dalil-dalil syar’I berikut. Firman Allah SWT 
(terjemahan Departemen Agama RI) : 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 
kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan 
kepada mereka; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu 
(sebab) yang benar. (QS. Al An’aam (6):151) 
 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
miskin. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka 
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dan juga kepdamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 
dosa yang besar. (QS. Al Israa’ (17): 31) 
 
Dan jangalah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar 
(menurut syara’). (QS. Al Israa’(17):33) 
 
Dan apabila bayi bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya 
karena dosa apakah ia dibunuh. (QS. At Takwir (81): 8-9) 
 
 Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka aborsi adalah haram pada 
kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam 
keadaan demikian berarti aborsi adalah suatu tindak kejahatan 
pembunuhan yang diharamkan islam. Siapa saja dari mereka yang 
melakukan tindak criminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi 
janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan atau 
sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor unta) sebagaiman telah 
diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. 
Pengguguran kandungan dalam islam pada prinsipnya dilarang, 
namun demikian para ulama diantaranya Mahmoud Syaltout dan Yusuf 
al-Qadrhawi (Saifullah:2002) memperbolehkan pengguguran dalam 
keadaan terpaksa guna menyelamatkan nyawa si ibu. Dengan kata lain 
para ulama memperbolehkan pelaksanaan sborsi 
Therapeutic/Medicalis, guna menyelamatkan nyawa si ibu namun hal-
hal demikian itu hanya diperkannkan apabila kehamilan terjadi secara 
sah. Artinya kehamilan yang terjadi Karena hubungan seksual suami 
istri yang sah. Jadi menggugurkan kandungan terjadi karena hubungan 
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seksual diluar nikah itu haram hukummnya, dalam keadaan apapun 
termasuk aborsi akibat perkosaan. 
 
3. Aborsi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Indonesia 
Pengguguran kandungan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) diatur sebagai berikut:  
Menurut Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara lama empat tahun. 
 
Unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP  
1. Seorang wanita 
2. Dengan sengaja 
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya 
4. Atau menyuruh orang lain untuk itu 
Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam pasa 346, yakni: 
Menggugurkan kandungan, mematikan kandungan dan menyuruh 
orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain 
mematikan kandungan. (Adami Chazawi. 2010:113).  
Menurut Leden marpaung: Pasal ini telah lama menjadi “pasal 
bermasalah” karena dianggap menghambat “Keluarga Berencana 
(KB)”. Dahulu melakukan pengguguran kandungan merupakan 
perbuatan sangat tercela. Pada saat ini dimana masyarakat sedang 
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mengupayakan kesejahteraan secara rasional timbul kecenderungan 
untuk membatasi anak bagi satu keluarga. Spanduk atau slogan yang 
menghimbau agar satu keluarga mempunyai anak  “dua cukup”, dpat 
dilihat dimana-mana. Tampaknya pasal ini ibarat buah simalakama, 
karena dari sisi agama perbuatan pengguguran, merupakan perbuatan 
yang dilarang. (Leden Marpaung, 2008: 75). 
Menurut Pasal 347 KUHP 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam pidana dengan penjara paling lama lima belass tahun. 
 
 Unsur-unsur dari Pasal 347 ayat (1) KUHP 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya 
Unsur-unsur Pasal 347 ayat (2) KUHP 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
Menurut pasaal 348 KUHP 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan, 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
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Unsur-unsur Pasal 348 ayat 91) KUHP: 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya 
 Unsur-unsur Pasal 348 ayat (2) KUHP: 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
Menurut pasal 349 KUHP 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan membantu 
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 
dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasaal itu dapat 
ditambah dengan sepertia dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 
Unsur-unsur Pasal 349 KUHP: 
1. Jika seseorang dokter, bidan atau juru obat 
2. Membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 
KUHPidana 
3. Ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347, dan pasaal 348 
KUHPidana 
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4. Maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah 
dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
4. Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan) 
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansi berbeda 
dengan KUHP. Dalam Undang-undang tersebut aborsi diatur dalam 
pasal 75. Menurut Undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila 
ada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan. 
Pasal 75 
(1) Setiap orang dilarang 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
a. Indikasi keberatan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan; 
atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehat pra 
tindakan dan diakhiri dengan konselig pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 76  
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat 
dilakukan 
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal darurat medis; 
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b. Ooleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan 
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri.  
Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang 
tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta 
bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 
Pasal 75 ayat 1, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 – 39 PP No. 61 
tahun 2014, pasal ini tergabung dalam bab IV tentang indikasi kedaruratan 
medis dan perkosaan sebagai pengucualian atas larangan aborsi. 
Pasal 31 
(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: 
a. indikasi kedaruratan medis; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan. 
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan 
paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari 
pertama haid terakhir.  
Pasal 32 
(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; 
dan/atau 
b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, 
termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 
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(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar. 
 
Pasal 33 
(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 
2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang 
memiliki kompetensi dan kewenangan. 
(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai 
dengan standar. 
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat 
keterangan kelayakan aborsi. 
 
Pasal 34 
(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual 
tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan: 
a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang 
dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan 
b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai 
adanya dugaan perkosaan. 
 
Pasal 35 
(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan 
akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan 
bertanggung jawab. 
(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; 
b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 
syarat yang ditetapkan oleh Menteri; 
c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang 
bersangkutan; 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; 
e. tidak diskriminatif; dan 
f. tidak mengutamakan imbalan materi. 
(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan 
aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.  
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(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 36 
(1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi 
kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara 
pelatihan yang terakreditasi.  
(2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan 
anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan 
surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. 
(3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, 
dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari 
anggota tim kelayakan aborsi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 37 
(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan 
kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah 
melalui konseling. 
(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca 
tindakan yang dilakukan oleh konselor. 
(3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan tujuan: 
a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin 
melakukan aborsi;  
b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan 
yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi 
dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil 
pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; 
c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan 
dilakukan dan kemungkinan efek samping atau 
komplikasinya;  
d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi 
untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan 
aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan 
aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; 
dan 
e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.  
(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan tujuan: 
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a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah 
tindakan aborsi; 
b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik 
setelah menjalani aborsi; 
c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk 
pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan 
rujukan bila diperlukan; dan 
d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi 
untuk mencegah terjadinya kehamilan. 
Pasal 38 
(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan 
keinginan untuk melakukan aborsisetelah mendapatkan 
informasi mengenai aborsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk 
dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikanpendampingan 
oleh konselor selama masa kehamilan. 
(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga. 
(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat menolak 
untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, 
anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 39 
1. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala 
dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala 
dinas kesehatan provinsi. 
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 
 
 
 
E. POLRI 
Secara normatif pengertian kepolisian tertuang dalam pasal 1 angka 1 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan 
bahwa: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah 
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kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni 
fungsi polisi dan lembaga polisi. (Pudi Rahardi, 2014: 5) 
1. Sejarah Lahirnya POLRI 
 Lahir, tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah 
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. 
Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas 
yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban 
masyarakat dimasa perang. POLRI juga terlibat langsung dalam 
pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-
sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Konidsi seperti ini 
dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya satuan 
bersenjata yang relative lebih lengkap. Hanya empat hari setelah 
kemerdekaan, tepatya tanggal 21 Agustus 1949, secara tegas 
pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan 
Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi 
Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain 
mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara 
Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan 
patriotic seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang 
dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 
September 1945 tentara sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan 
tentara Belanada menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti 
tentara Jepang, pada kenyataanya pasukan sekutu tersebut justru 
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ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu 
perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-
mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang 
dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian 
dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun 
diperingati oleh bagsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945 di 
Surabaya menjadi saangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, 
bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu 
karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB 
(Perserikatan Bangsa Bangsa) akan eksistensi bangsa dan Negara 
Indonesia di mata dunia. Andil dan pasukan Polisi dalam mengobarkan 
semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam 
menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri. POLRI juga 
sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan 
pemberontakkan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM, dan G 30 S/PKI 
serta berbagai penumpasaan GPK. Dalam perkembangan paling akhir 
dalam kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan 
hanya mengurusi kemanan dan ketertiban dalam negeri saja, akan 
tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban 
regional maupun internasional, sebgaimana yang ditempuh oleh 
kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk 
Indonesia untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya 
di Nambia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). Tentang POLRI 
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kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 
1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan 
disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI 
sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, 
menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani 
yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian POLRI 
dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan 
berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata 
negaraan dan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia 
yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai 
dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 
dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengembangan kemampuan dan 
kekuatan serta penggunaan kekuatan POLRI dikelola sedemikian rupa 
agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab POLRI 
sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan 
tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada 
Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan 
bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian POLRI dengan 
mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu: 
 Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan 
Kepolisian dalam ketata negaraan, organisasi, susuana dan 
kedudukan. 
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 Aspek Instrumental: mencakup filosofi (Visi, Misi, dan Tujuan), 
doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. 
 Aspek Kultural: Adalah muara dari perubahan aspek structural 
dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk 
kualitas pelayanan POLRI kepada masyarakat, perubhan 
meliputi perubahan manajerial, system rekrutmen, system 
pendidika, system material fasilitas dan jasa, system anggaran 
dan system operasional. 
 Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka POLRI akan terus 
melakukan perbuhan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun 
operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya 
reformasi.  
 
2. Visi dan Misi POLRI 
 
VISI POLRI : Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan 
Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama 
masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan 
proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak 
azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta 
mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional 
yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. MISI POLRI : 
Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya 
uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut : 
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 Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) 
sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis. 
 Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya 
preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan 
kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding 
Citizenship). 
 Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional 
dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi 
manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa 
keadilan. 
 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 
memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku 
dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam 
mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam 
negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja 
guna mencapai kesejahteraan masyarakat 
 Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) 
sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan. 
 Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh 
external yang sangat merugikan organisasi. 
 Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah 
konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari 
masyarakat yang berbhineka tunggal ika. 
 
 Sasaran : Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada 
kurun waktu tahun 2000 - 2004 yang akan datang ditetapkan sasaran 
yang hendak dicapai adalah : Bidang Kamtibmas 
Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondosif bagi penyelenggaraan 
pembangunan nasional. 
 Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten 
dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi 
manusia. 
 Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas 
dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak 
tegas adil dan berwibawa. 
57 
 
 Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang 
meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan 
dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang 
semakin tinggi. 
 Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan 
mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan 
lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib. 
 Bidang Keamanan Dalam Negeri 
 Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka 
interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran 
berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka 
Tunggal Ika. 
 Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
 Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara 
filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai 
warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat. 
 
3. Tugas POLRI 
Tugas pokok POLRI menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Sebagai anngota POLRI sudah sepatutnya kita tau, lebih lebih hafal 
dan benar-benar paham tugas pokok kita sebagai anggota POLRI. Di 
bawah ini adalah 3 Tugas Pokok POLRI dalam Bab III Pasal 13 UU 
No. 2 Tahun 2002, Tugas dan Wewenang POLRI 
1) Memelihara Keamanan dan Ketertban Masyarakat 
(HarKamTibMas) 
2) Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum) 
3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan 
kepada Masyarakat (Melindungi, Mengayomi, dan Melayani 
Masyarakat). 
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Beranjak dari ketiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia diatas, tumpuan negara, bangsa dan masyarakat terletak 
sepenuhnya dipundak kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebuta akan 
menguji kemampuan kepolisian apakah dapat mengembannya, namun 
tidak dapatdipungkiri tugas pokok tersebut sangat merepotkan 
kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain: 
1. Terbatasnya anggota kepolisian Republik Indonesia 
2. Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam 
menajalankan tugasnya 
3. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang 
4. Minimnya anggaran yang diberikan kepada Kepolisian. (Supriadi, 
2008: 134). 
Dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 5 Peraturan Kepala 
Kepolisian Nega Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor 
dan Kepolisian Sektor , Polres menyelenggarakan fungsi: 
1. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam 
bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, 
pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan 
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan 
surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan 
anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
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2. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna 
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan 
dini (early warning); 
3. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi 
dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka 
penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan 
pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 
4. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan 
masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan 
pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, 
koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus; 
5. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, 
penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan 
kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan 
tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan 
pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata 
dan Very Important Person (VIP); 
6. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu 
lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan 
kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan 
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bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan Proposal ini dimulai dengan penelitian awal dengan 
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap lanjutan penulis 
melakukan penelitian di POLDA Sul-Sel. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literature, artikel, serta 
pearturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
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b) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu Tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian. 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalaahn 
yang akan dikaji. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran jelas. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas 
secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deksriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Penggugguran Kandungan di Makassar 
Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, pengguguran 
kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang tercela dan 
dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi 
orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu 
berusaha untuk tidak diketahui oang lain, terutama para pihak yang 
berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang 
berlaku. 
kepolisian sebagai pelindung masyarakat  berperan penting dalam 
mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. 
Telah diketahui bahwa kejahatan aborsi merupaka kejahatan yang sangat 
meresahkan karna dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak 
moral bangsa. 
 
1. Polisi dalam Menangani Tindak Pidana Penggugguran 
Kandungan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan KOMPOL Hj. JAMILA 
NOMPO, S.Sos. selaku Kanit PPA Polda Sulsel (wawancara pada hari 
Rabu 7 Januari 2015). Penulis  mendapatkan data penanganan kasus 
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tindak pidana pengguguran kandungan yang telah dilakukan oleh 
kepolisian kota Makassar di POLDA Sul-sel sebagai berikut: 
DATA PENANGANAN KASUS ABORSI DI POLDA SULSEL TAHUN 2014 
NO 
PASAL YG 
DIPERSANG
KAKAN 
KRONOLOGIS 
IDENTITAS 
KORBAN 
IDENTITAS 
PELAKU 
KET 
1. PSL 347 
KUHPidana 
Pelaku 
menggugurkan 
kandungan saat 
korban dalam 
keadaan lemah. 
GREISNEVASA
RI MALINTA, 19 
Th, Makassar 
FASKAL 
FADLIAWAN
, 20 Th 
P21 
2. Psl 347 
KUHPidana 
Korban diberi 
obat penggugur 
kandungan oleh 
pelaku. 
INDAH, 16 Th, 
Pelajar, 
Makassar 
ALIP, 26 Th P21 
 Sumber Data : Data Kantor Polda Sulawesi Selatan (Direktorat Reserse 
Kriminal Umum) 
 
Pertama, proses penyeleseian kasus tindak pidana pengguguran 
kandungan nerawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat 
tentang terjadinya suatu kasus tindak pidana pengguguran kandungan 
yang diterima pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian  khususnya 
pada bagian Reserse dapat bertindak dalam melakukan proses 
penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila 
barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian  yang sedang 
berpatroli maka dalam hal ini pihak Kepolisian yang sedang berpatroli 
tersebut harus segera dan secepat rnungkin melaporkan kepada pihak 
Reserse atau yang dikenal dengan berkas model "A" (berkas model A 
adalah laporan tindak kejahatan ataupun bukti yang ditemukan 
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langsung oleh pihak kepolisian saat berpatroli)  dan dalam hal ini si 
pelapor wajib bertanggung jawab.  
Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak 
Kepolisian, khususnya bagian Reserse yang menangani kasus ini atau 
dengan tindak pidana tersebut, laporan seperti ini dikenal atau disebut 
dengan berkas model "B" (berkas model B adalah laporan yang 
diberikan oleh masyarakat) dan dalam hal inipun si pelapor harus 
bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya.  
Setelah ada laporan yang masuk pada pihak Kepolisian, laporan 
mulai diproses dan diolah, setelah itu pihak Kepolisian mulai 
melakukan penyidikan terhadap kasus atas tindak pidana tersebut, 
penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian  (khususnya oleh 
bagian reserse) akan dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara 
(TKP), dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. 
Setelah itu akan ditemukan suatu hal yang akan menjadi petunjuk dari 
kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak 
Kepolisian.  
Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak aborsi 
yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang 
berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti 
serta yang diduga sebagai tersangka.  
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Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka 
pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan 
yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu 
dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah 
seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan 
siapa yang menyuruh, mengiming-imingi atau yang memprovokasi 
supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan dan 
apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara 
terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.  
Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan 
yang diperoleh dari si ibu dianggap sudah mencukupi maka berkas-
berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada 
Kejaksaan dan dari Kejaksaan jika dianggap cukup semua berkas-
berkas tersebut maka pihak Kejaksaan langsung melimpahkan perkara 
tersebut kepada pihak Pengadilan. 
Dalam  proses penyelidikannya seperti yang dikemukakan oleh ibu 
Hj. JAMILA NOMPO, S.Sos. selaku Kanit PPA Polda Sulsel. Kepolisian 
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 
1. Menindak lanjuti laporan dari warga  
Dari laporan yang diberikan oleh warga, maka polisi yang 
berjaga di polres  setempat akan membuat laporan polisi dan 
dari pihak aparat kepolisian akan berangkat ke tempat kejadian 
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perkara atau yang disingat dengan nama TKP untuk melakukan 
penyelidikan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian 
yaitu sebagai berikut; 
a. Tindakan Awal 
Mengamankan ataupun menutup tempat kejaadian perkara 
atau TKP dengan memberikan garis polisi (police line), 
dengan tujuan agar tidak sembarangan orang dapat keluar 
masuk sehingga barang bukti yang mungkin masih ada 
disekitar tempat kejadian tidak dipindahkan ataupun hilang, 
sehingga mempermudah proses penyelidikan.  
b. Olah tempat kejadian perkara (TKP)  
1) Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku 
aborsi dengan mencatat identitas pelaku  
2) Barang bukti yang ditemukan diamankan  
3) Melakukan pemotretan TKP Mencari saksi 
2. Penyidikan 
a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat 
mengetahui apa-apa yang dilakukan pelaku tindak pidana  
dengan mencatat identitas saksi.  
b. Melengkapi surat-surat penyitaan (pilun). 
c. Upaya lain:  
1) Menghubungi saksi yang dianggap sebagai saksi kunci 
yang mengetahui kejadian aborsi dilakukan untuk segera 
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dimintai keterangan yang diduga terlibat dalam tindakan 
aborsi tersebut. 
2) Memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya 
bukti-bukti yang tertinggal di TKP yang dibuat oleh si 
pelaku. 
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh 
PenyidikTindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam 
pembuatan BAP yaitu: 
a. Permintaan Visum et Repertum  
Penyidik di samping melakukan pemeriksaan seperti 
yang tersebut di atas, tindakan selanjutnya yang sangat 
penting adalah permohonan visum et repertum merupakan 
alat bukti yang sangat penting, karena dapat menentukan 
apakah seseorang benar-benar telah melahirkan atau baru 
melahirkan seorang anak atau tidak.  
Permohonan visum et repertum dilakukan oleh penyidik 
yang memeriksa tindak pidana pengguguran kandungan 
tersebut. Permintaan visum et repertum dilakukan tidak 
hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau 
korban untuk menentukan penyebab matinya korban 
tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran 
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, lazim disebut Visum 
et Repertum. Karena penyidik tidak mungkin menghadirkan 
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korban di sidang pengadilan, karena dalam hal ini korban 
telah mati, dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu 
fungsi dari Visum et Repertum adalah sebagai pengganti 
dari benda bukti atau alat bukti yang berupa manusia. 
Dan keterangan yang diperoleh atau hasil Visum et 
Repertum yang diperoleh dari dokter ahli yang menangani 
Visum et Repertum tersebut dengan contoh-contoh;  
1) Selaput darah dari mulut rahim si pelaku, seperti 
selaput darah dan mulut rahim yang baru melahirkan 
ataupun menggugurkan. 
2) Pendarahan membuktikan adanya luka pada jalan 
lahir dan sekitarnya akibat proses melahirkan ataupun 
melakukan aborsi.  
3) Diketahui pelaku masih dalam masa nifas. 
b. Penangkapan  
Penangkapan terhadap tersangka dilakukan paling lama 
24 jam atau  satu hari. Mengutip pasal 19 ayat (1) KUH 
Acara Pidana yang berbunyi : “Penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama 
satu hari”.  
Penyidik yang dapat melakukan penangkapan dan pada 
waktu penangkapan harus disertai surat perintah 
penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan 
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harus diketahui oleh dua orang saksi dari anggota Unit 
Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang 
mengetahui terjadinya peristiwa kejahatan tersebut dengan 
tersangka sebagai pelakunya. 
Apabila tersangka tertangkap di TKP, penyidik sudah 
dibekali dengan surat perintah penangkapan, maka harus 
segera membuat berita acara penangkapannya. 
c. Penahanan   
Tindakan selanjutnya adalah melakukan penahanan 
tersangka. Surat perintah penahanan di buat oleh penyidik, 
mengutip pasal 20 ayat (1) KUH Acara Pidana, berbunyi : 
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik 
pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud 
Pasal 11 KUH Acara Pidana berwenang melakukan 
penahanan.  
Dari penahanan terhadap tersangka dilakukan karena 
ada rasa kuatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi 
perbuatannya. Apabila penyidik belum selesai melakukan 
pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada para 
saksi dan jangka waktu penahanan tersangka yang 
diberikan penyidik selama 20 (dua puluh) hari hampir habis, 
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maka penyidik dapat meminta permohonan untuk 
memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan 
Negeri dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran 
laporan kemajuan/resum hasil pemeriksaan tersangka. 
Penahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 
(dua puluh) hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta 
permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka 
kepada Kejaksaan Negeri dengan disertai bahan 
pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan/resum 
hasil pemeriksaan tersangka. 
d. Penyitaan  
Mengutip pasal 1 butir (16) KUH Acara Pidana berbunyi : 
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambi alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tida bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.  
Dalam hal tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang 
dokter, maka penyitaan dalam hal ini adalah benda yang 
khusus digunakan atau diperuntukkan melakukan aborsi, 
dan barang-barang bukti dikumpulkan dengan masalah 
tersebut. 
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e. Pemeriksaan terhadap saksi  
Penyidik selanjutnya mempunyai tugas mengumpulkan 
keterangan dari saksi, yang dimaksud saksi di sini adalah 
saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya 
tindak pidana aborsi. 
Adapun cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai 
berikut :  
1) Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah 
dari saksi yang satu dengan saksi yang lain dan 
dilakukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk 
menjaga keterangan yang diberitakan saksi bersifat 
obyektif. 
2) Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara, yaitu 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 
saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui 
sendiri tentang peristiwa tersebut. Setelah memperoleh 
keterangan-keterangan dari saksi utama,  dilanjutkan 
terhadap saksi berikutnya yang dianggap mengetahui 
atau memperkuat tuduhan-tuduhan yang diarahkan pada 
pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan saksi 
kunci. 
f. Pemeriksaan terhadap tersangka  
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Setelah kesemua saksi-saksi yang, dari saksi awal, saksi 
pendukung lainnya serta saksi kunci dilengkapi dengan 
keterangan saksi ahli. Adapun cara penyidik melakukan 
pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut:  
1) Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin sebab 
bila terlalu lama jangka waktunya, ingatan terhadap 
peristiwa yang lalu menjadi kabur dan  tersangka 
dikuatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit. 
2) Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan 
banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan 
sebelumnya membuat persiapan-persiapan yang cukup 
dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang 
diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan 
barang bukti yang ada. 
Yang kemudian tersangka memberikan keterangan atau 
pengakuanpengakuan yang diberikan kepada penyidik : 
Bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam 
keadaan sehat jasmaniah ataupun rohani dan mengerti 
untuk dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana 
pengguguran kandungan atau yang sering disebut dengan 
tindak pidana aborsi. 
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Dan setelah semua proses penyidikan terhadap 
tersangka selesai, selanjutnya penyidik membuat berkas 
perkara tersebut segera diserahkan kepada Jaksa selaku 
penuntut umum, maka tersangka beserta barang bukti 
selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum 
untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri.  
Dengan peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian  serta 
tindak lanjut penyelidikan kasus aborsi ini angka kejahatan 
tindak pidana aborsi dikalangan para remaja sekurang-
kurangya mampu diselesaikan dan dapat ditekan 
peningkatannya. 
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana 
Pengguguran Kandungan yang dilakukan oleh Kepolisian 
Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan 
anak dan kontrasepsi gagal perlu dipirkirkan kembali karena masih 
banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari 
pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi 
harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip 
melegalkan abortus, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak  celah 
yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena 
seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. 
Jika di data, orang-orang  yang ingin  mengaborsi, berapa persen yang 
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dikarenakan karena terlalu banyak  anak, dibandingkan karena hamil 
di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang 
karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi. 
Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari 
eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu abortus. 
Sebab abortus, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, 
akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak 
yang. menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana 
caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya 
merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak 
melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun 
pacarnya/istrinya sudah menggugurkan kandungan dan mereka tidak 
bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya.  
Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari 
ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang 
benar. Jika diliat kebelakang, mengapa banyak remaja yang 
menggugurkan kandungan, karena mereka melakukan seks bebas 
untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan 
sadar bahwa free seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. 
Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan 
kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama 
sekali. Segala sesuatu itu ada resikonya. Untuk itu sebelum bertindak, 
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orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukannya bagaimana 
nanti.  
Selain itu dalam rangka menekan tindak pidana pengguguran 
kandungan, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab 
atas tindak pidana pengguguran kandungan ini. Segala upaya 
mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak 
kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai 
keinginan untuk mencengah dan mengurangi kejahatan tersebut. 
Setidaknya setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungan 
keluarganya masing-masing. 
Menurut AKBP Muh. Arifin, SE, MH selaku KA SPKT Polda 
SulSel. Upaya untuk pencegahan, mengurangi ataupun menekan 
angka tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi dapat 
dilakukan dalam dua bentuk yakni upaya preventif dan represif. 
1. Upaya Preventif  
Untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha 
untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari 
melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, 
kos-kosan, penginapan, penjualan VCD dan buku porno.  
Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa tempat-tempat 
hiburan malam yang berada di Kota Makassar dapat dikatakan 
telah mengadopsi gaya hiburan malam Kota-Kota besar lainya, 
77 
 
jadi tidak dipungkiri lagi bahwa orang-orang yang berada 
didalamnya bukan saja orang yang berumur dewasa tapi juga 
dapat ditemukan anak-anak ABG yang ingin mencari tau 
bagaimana sebenarnya wajah hiburan malam tersebut, dari 
sinilah semuanya berasal yang semula hanya sekedar ingin cari 
tahu tapi pada akhirnya menjadi penggemar hiburan malam, 
narkoba, minuman keras bahkan seks bebas merupakan hal 
yang biasa jika pada akhirnya hamil maka aborsi merupakan 
solusi yang dirasakan paling baik untuk menyembunyikan aib 
akibat hubungan yang tidak sah atau atas dasar kesenangan 
semata. 
Awal mula terjadinya seks bebas juga dapat ditelusuri dari 
adanya kos-kosan ataupun penginapan, saat ini banyak 
tersedia kos-kosan ataupun penginapan yang dapat disewa 
secara bebas tanpa membutuhkan syarat-syarat, cukup bayar 
dan pastinya tempatnya dapat di tinggali kapan saja. Dari 
tempat ini setelah polisi melakukan razia ditemukan keterangan 
bahwa banyak penghuni kos-kosan ataupun penginapan 
merupakan pasangan mesum yang tidak terikat oleh tali 
pernikahan, hal ini tentunya sangat memprihatinkan bukan saja 
tidak mungkin dari hal inilah aborsi berasal, mudah saja dicari 
penjelasanya mula-mula dapat disimpulkan bahwa tanpa ikatan 
resmi tapi sudah tinggal atau tidur bersama bisa saja wanitanya 
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hamil dan karna hubungan yang belum resmi tersebut 
kehamilan merupakan hal yang tidak diharapkan dan pastinya 
aborsi menjadi piliha satu-satunya.  
Tidak berbeda dengan VCD yang banyak menayangkan 
adegan mesum dan buku porno dengan tulisan-tulisan yang 
vulgar, kedua hal ini bisa saja merupakan awal mula  aborsi 
terjadi, jika dilihat dari bagaimana remaja ingin tahu bagaimana 
sebenarnya seks tersebut, dari adegan ataupun tulisan-tulisan 
yang vulgar bisa saja para penikmatnya mencari pelampiasan 
nafsu entah itu dari pasangan resmi tapi yang menakutkan 
adalah pasangan yang baru ingin cari tahu bagaimana seks 
tersebut, karena kurangnya pemahaman seks yang baik maka 
akhirya kehamilan tidak dapat dihindarkan dan sama seperti 
pemicu diatas aborsi merupakan alternatif jalan keluar yang 
diambil, walau berbahaya namun tidak diperdulikan lagi.  
Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak 
pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. 
Misalnya yang melalui pendekatan secara Agama. Pihak 
kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka Agama.  
Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka 
agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan 
pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada 
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para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan 
masalah ini.   
Dengan memberi pengertian bahwa tindakan pengguguran 
kandungan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan 
dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka 
apapun dan bagaimanapun alasannya. 
2. Upaya Represif  
Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja 
sama dengan pihak aparatur pemerintah yaitu menempatkan 
beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa 
atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan 
Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya 
adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk 
rnemberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk 
mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pengguguran 
kandungan seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa 
masing-masing. 
Kerjasama juga dilakukan oleh kepolisian dengan para 
dokter, dimana banyak darai para dokter kandungan telah 
membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi 
mendapatkan materi yang lebih. Dokter yang melakukan 
praktek akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum 
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yang berlaku. Sehingga dari pendekatan ini pihak kedokteran 
dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi, 
dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya 
tindakan aborsi terkecuali adanya indikasi medis yang jelas 
yang membolehkanya dilakukan aborsi tersebut. 
 
B. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam Mencegah 
Terjadinya Tindak Pidana Pengguguran Kandungan di Makassar 
Dari hasil wawancara dengan KOMPOL Hj. JAMILA NOMPO, S.Sos. 
selaku Kanit PPA Polda Sulsel, penulis menyimpulkan beberapa 
hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam mencegah 
terjadinya kasus tindak pidana pengguguran, yaitu: 
1. KUHP yang Perlu di Revisi  
Hambatan pertama dapat dilihat dari lemahnya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengguguran kandungan 
telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis tersebut 
tidak mengatur secara detail mengenai sanksi yang diterima bagi 
pelaku tindak pidana pengguguran kandungan tersebut. Seperti yang 
dijelaskan pada pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Disana disebutkan : 
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“Barang siapa dengan sengaja merawat atau menyuruh seorang 
wanita memperoleh perawatan dan memberitahukan atau 
Menimbulkan harapan padanya bahwa dengan perawatan tersebut 
suatu kehamilan itu dapat menjadi terganggu, dipidana dengan pidana 
penjara selama lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya 
tiga ribu rupiah". 
Juga pada pasal 346 Kitab Undang-Undang Pidana disebutkan : 
"Seseorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan atau 
menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya 
janin yang berada dalam kandungannya, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya empat tahun". 
Demikian juga seperti yang disebutkan pada pasal 347 Kitab 
Undang-Undang Pidana yakni : 
"Barang siapa, dengan sengaja menyebabkan gugurnya 
kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang 
wanita tanpa mendapat izin dari wanita itu sendiri, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya empat tahun". 
Dari ketiga pasal yang disebut di atas sudah jelas bahwa hukum 
yang mengatur masalah tindak pidana pengguguran kandungan masih 
sangat lemah. Pada pasal-pasal tersebut hukuman yang dikenakan 
pada pelaku tindak pidana pengguguran kandungan terkesan amat 
sangat ringan yaitu hanya empat tahun penjara dan atau denda 
sekurang-kurangnya tiga ribu rupiah, pada hal ditinjau dari segi 
manapun perbuatan atau tindakan tindak pidana pengguguran 
kandungan adalah tindakan penghilangan nyawa yang juga berarti 
adalah tindakan pembunuhan, serta seolah olah ada kesan bahwa 
perbuatan atau tindakan menggugurkan kandungan adalah tindakan 
yang dibolehkan. 
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Kasus tindak pidana pengguguran kandungan ini juga diatur dalam 
pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan 
seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun enarn bulan". 
Demikian juga pada pasal 349 Kitab Undang-Undang Pidana : 
"Bahwa jika seorang dokter, bidan, juru obat membantu melakukan 
kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 KUHP, ataupun melakukan 
atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu 
bisa ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya 
yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu". 
Dalam pasal ini menerangkan bahwa jika si pelaku adalah seorang 
dokter, bidan, ataupun juru obat, maka hukuman yang diperoleh hanya 
ditambah sepertiganya dan sanksi dipecat dari jabatannya. Inipun juga 
terkesan amat ringan, bagaimana bisa kalau si pelaku nyata-nyata 
adalah seorang dari petugas kesehatan melakukan tindakan ilegal 
hanya dihukum lima tahun lebih sedikit, padahal seorang petugas 
kesehatan harusnya lebih tahu tindakan yang tidak didasari oleh 
tindakan medis adalah tindakan yang melanggar hukum. 
Dari sekian pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku 
tindak pidana pengguguran kandungan, rata-rata hukuman yang 
mereka terima sangatlah ringan. Dari sinilah yang memicu semakin 
banyaknya kasus tindak pidana pengguguran kandungan di kalangan 
masyarakat. 
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Sehingga KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) perlu 
direvisi, karena banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan masyarakat indonesia sekarang ini. 
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Pergaulan Bebas 
Hambatan dari masyarakat itu sendiri ialah kurangnya pengetahuan 
tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan 
sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal 
tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan 
tindakan aborsi. Dalam keadaan seperti ini mereka rela rnengeluarkan 
uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk 
membuktikan kasus aborsi asal bersedia melakukan tindakan itu dan 
bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling 
benar untuk menutupi sebuah aib. 
Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan 
nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim 
mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran 
rnasyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan 
masalah ini. 
3. Tidak Adanya Saksi  
Hambatan kedua adalah saksi yang tidak mau memberikan 
keterangan. karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan 
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maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, 
karena mereka yang mengetahui masalah ini enggan untuk 
melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 
Kegagalan  aparat penegak hukum untuk mengungkap berbagai 
kasus, hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi 
kepada mereka atau saksi tidak mau menampakkan diri agar tidak 
memberikan kesaksian karena takut diancam oleh pelaku tindak 
pidana. 
Karena para pelaku biasanya memiliki kekuatan untuk menekan 
ataupun mengintimidasi saksi. Biasanya dalam kasus aborsi ini saksi 
adalah orang terdekat tersangka misalnya keluarga atau teman dekat 
tersangka yang melakukan aborsi. Saksi merasa malu maupun 
kasihan kepada tersangka sehingga saksi bungkam, tidak mau 
memberikan keterangan ataupun sama sekali tidak mau dirinya 
diketahui mengetahui kasus tersebut. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu 
adalah dengan memberikan suatu perlindungan terhadap saksi, yakni 
dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mendasarinya yaitu 
Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
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4. Kurangnya Barang bukti 
Hambatan  ketiga inilah yang mungkin menjadi penyebab sulitnya 
mengungkap kasus aborsi adalah pihak kepolisian sering sekali sulit 
mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindak pidana pengguguran 
kandungan. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah 
hancur atau dibuang entah kemana. 
5. Sulitnya MenetapkanTersangka  
Pihak kepolisian, kesulitan dalam mencari informasi serta 
mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus 
tindak pidana pengguguran kandungan ini, karena aborsi merupakan 
aib bagi seorang wanita, yang berarti jika memberikan informasi berarti 
membuka aib mereka sendiri. Bahkan pelaku yang sudah didugapun 
sulit untuk ditemukan, berpindah tempat tinggal ataupun kota dipilih 
untuk sekedar menghilangkan jejak sehingga polisi kesulitan untuk 
menelusuri pelakunya. 
6. Teknologi yang Canggih  
Hambatan yang ini dikarenakan semakin canggih teknologi zaman 
sekarang yang seakan-akan semua orang bebas mengakses internet 
mengakibatkan diperjual bebas obat-obat atau alat-alat sebagai sarana 
menggugurkan kandungan. Obat-obat atau alat-alat itulah yang dijual 
via-online, kepolisian sangat kesulitan dalam mencari pelakunya.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Peran kepolisian adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan 
dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan aborsi atau dikenal 
dengan istilah tindak pidana pengguguran kandungan belakangan 
ini sangat marak terjadi maka dari itu peran dari kepolisian sangat 
penting dalam menanggulangi aborsi. Tindak pidana pengguguran 
kandungan ini dapat dicegah atau menanggulangi kejahatan ini 
dengan melalui 2 cara, yaitu :  
 Upaya secara preventif  
 Upaya secara represif 
2. Kepolisian juga dalam menangani kasus mendapatkan hambatan-
hambatan. Yang pertama adalah hambatan sulitnya menentukan 
pasal yang pas dilihat dari lemahnya peraturan perundang-
undangan yang mengatur masalah ini, sehingga KUHP sekarang 
yang memuat pasal tentang masalah Pengguguran Kandungan 
atau aborsi perlu direvisi. Yang kedua adalah kurangnya 
pengetahuan tentang bahaya dari seks bebas, tidak dipungkiri 
bahwa tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas dikalangan 
remaja. Ketiga tidak adanya saksi dalam kasus ini sehingga para 
pihak kepolisian mendapatkan kesulitan dalam memecahkan 
87 
 
kasus. Keempat adalah kurangnya barang bukti, dalam kasus 
seperti aborsi barang bukti yang ada sangat mudah dimusnahkan 
terlebih dahulu. Kelima adalah sulitnya menetapkan tersangka. Ke 
enam adalah pengaruh dari semakin majunya teknologi atau 
teknologi yang semakin hari semakin maju, obat-obat atau alat 
yang bisa dijadikan sarana untuk menggugurkan kandungan 
diperjual belikan dengan bebas (via-online). Maka dari semua 
hambatan ini yang menjadi kendala kepolisian dalam memecahkan 
kasus.  
B. SARAN 
1. Diharapkan  kepada orang  tua agar lebih meluangkan waktunya 
untuk memperhatikan pergaulan anak baik dilingkungan tempat 
tingggal maupun dilingkungan tempat anak bergaul. 
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum 
setempat untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat. 
3. Diharapkan aparat penegak hukum (kepolisian) seharusnya 
melakukan prroses penyelidikan terhadap kasus penggugguran 
kandungan untuk mengetahui sebab-sebab maraknya terjadi tindak 
pidana pengguguran kandungan dan Aparat penegak hukum 
sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti 
aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun 
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disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus 
dalam menangani kasus ini. 
4. Diharapkan kepada tenaga medis, dukun dan masyarakat agar 
tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan 
melakukan penggugurran kandungan, juga diharapkan bantuannya 
untuk melaporkan seseorang yang bermaksud menggugurrkan 
kandungannya kepada aparat yang bewajib (kepolisian). 
5. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia 
ditempat-tempat terselebung seperti tempat hiburan malam, 
karaoke, hotel, diskotik, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat 
lain yang dapat digunakan para remaja melakukan untuk hubungan 
diluar nikah. 
6. Cara lain untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan, 
sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-
motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa 
penyuluhan hukum 
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